
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN ENDE 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE 

NOMOR 41 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

TRIWULAN DUA TAHUN 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi 

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat 

kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Ende telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data 

pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang 

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende nomor 

127/PP.07-BA/5308/3/2026 tanggal 02 Juli 2026 

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar 

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Triwulan Dua Tahun 2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ende tentang Penetapan Rekapitulasi 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten 

Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Dua 

Tahun 2026; 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 



Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

200); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

ENDE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 

KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR TRIWULAN DUA TAHUN 2026 

KESATU :  Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ende Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Triwulan Dua Tahun 2026, 

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap 

Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Ende 

pada tanggal 02 Juli 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN ENDE, 

ttd. 

WILHELMUS HERMANTO LOSE 

 

  Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 
dan Hubungan Masyarakat. 
 

 

Yohana Apaut 
 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN ENDE 

NOMOR 41 TAHUN 2026 
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH 
BERKELANJUTAN KABUPATEN ENDE 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
TRIWULAN DUA TAHUN 2026 

 
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) 

KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TRIWULAN DUA TAHUN 2026 

 

No Kecamatan Jumlah 

Desa/Kel 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

1 Nangapanda 29 8.814 9.488 18.302 

2 Pulau Ende 9 3.177 3.529 6.706 

3 Ende 32 7.059 7.682 14.741 

4 Ende Selatan 5 9.596 10.609 20.205 

5 Ndona 14 5.130 5.734 10.864 

6 Detusoko 21 5.397 5.976 11.373 

7 Wewaria 22 7.384 7.660 15.044 

8 Wolowaru 17 5.955 7.081 13.036 

9 Wolojita 6 2.273 2.665 4.938 

10 Maurole 13 4.766 5.069 9.835 

11 Maukaro 11 3.123 3.250 6.373 

12 Lio Timur 13 2.887 3.288 6.175 

13 Kotabaru 13 4.228 4.389 8.617 

14 Kelimutu 9 2.765 3.169 5.934 

15 Detukeli 13 2.801 2.940 5.741 

16 Ndona Timur 7 2.131 2.204 4.335 

17 Ndori 10 1.974 2.432 4.406 

18 Ende Utara 10 6.693 7.588 14.281 

19 Ende Tengah 4 8.574 9.418 17.992 

20 Ende Timur 6 6.964 7.882 14.846 

21 Lepembusu Kelisoke 14 2.316 2.428 4.744 

 Total                                        278 104.007 114.481 218.488 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM          

KABUPATEN ENDE, 

 ttd. 

   WILHELMUS HERMANTO LOSE 
 

 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 
dan Hubungan Masyarakat. 
 

 

Yohana Apaut 
 


